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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya

kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan

berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap

penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kota Bandung,

dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan,

pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan

dan pengoperasian menara telekomunikasi agar

sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan

dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan

keselamatan masyarakat;

b. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan dan retribusi

menara telekomunikasi telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2009, namun

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan

Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat …
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

7. Peraturan …
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan …
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA

TELEKOMUNIKASI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu

di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta

pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi

dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi

melalui sistem kawat optik, radio atau sistem

elektromagnetik lainnya.

7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan

penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

8. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun

bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk

menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau

bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan

penyelenggaraan telekomunikasi.

9. Tinggi ...
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9. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang

dihitung dari peletakannya.

10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang

digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara

Telekomunikasi.

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan,

koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi

Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang

menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan

telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat

izin untuk melakukan kegiatannya.

12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun,

memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara

Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh

Penyelenggara Telekomunikasi.

13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau

mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan

atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di

bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu

hasil perencanaan menara oleh pihak lain.

15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur

telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen

jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central

Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station

Controller (BSC).

16. Keterangan Rencana Kota Manara Telekomunikasi yang

selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah

informasi tentang persyaratan tata bangunan dan

lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang

diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang

selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah

IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara

telekomunikasi.

18. Bangunan ...


